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ABSTRAK

IMPLEMENTASI PP NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PADA KEMENTERIAN AGAMA
(Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari
Kota Tanjungpinang)

CANDRA WESNEDI
chandra.penais@gmail.com

Program Pascasarjana
Universitas Terbuka

Pencatatan pemikahan dipandang sebagai sesuatu yang penting karena menyangkut
banyak kepentingan. Pemikahan bukan hanya ikatan antara mempelai laki-laki dan
perempuan, akan tetapi merupakan penyatuan dua keluarga besar yang masing-masing punya
hak dan kepentingan dari perkawinan tersebut. Pelaksanaan pencatatan pernikahan harus
mempunyail payung hukum yang jelas, pemerintah mengeluarkan kebijakan PP Nomor 19
Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada
Kementerian Agama. Terbitnya PP Nomor 19 Tahun 2015 ini diharapkan dapat
meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di KUA dan memberikan kepastian hukum bagi
masyarakat serta petugas dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan baik di dalam maupun di
luar Balai Nikah.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan PP Nomor 19 Tahun
2015 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Bestari serta menganalisis
partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemikahan di Balai Nikah dan di luar Balai Nikah
di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. Diharapkan dengan melakukan observasi,
wawancara dan dokumentasi dapat melihat implementasi atau tingkat keberhasilan
pelaksanaan Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan
metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, analisis data dilakukan dengan cara
mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Key informan-nya adalah
kepala KUA Kecamatan Bukit Bestari, Kasi Bimas Kemenang Kota Tanjungpinang, pegawai‘
KUA Kecamatan Bukit Bestari, Tokoh Masyarakat dan Calon Pengantin. Hasil penelitian
menunjukan bahwa secara umum implementasi kebijakan PP Nomor 19 Tahun 2015 telah
berjalan sesuai dengan tujuannya, walaupun masih perlu usaha dari berbagai pihak untuk
meningkatkannya. Dalam hal tempat pelaksanaan pencatatan pernikahan, dengan terbitnya
PP ini tidak berpengaruh signifikan terhadap tingginya angka pernikahan di luar Balai Nikah,
walaupun di awal pelaksanaannya terjadi penurunan. Nilai-nilai sosial budaya tetap menjadi
pertimbangan utama bagi masyarakat untuk menentukan tempat pelaksanaan akad nikah. PP
ini sudah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terutama dalam hal besaran biaya
pencatatan pernikahan dan terhindarnya para petugas pencatatan dari anggapan-anggapan
miring terjadinya pungutan liar dan gratifikasi.
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ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 19
OF 2015 ON TYPE AND RATE GOVERNMENT INCOME NON TAX
ON MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS

(Study Case At Religion Affair Office District Of Bukit Bestari Tanjungpinang City)

CANDRA WESNEDI
chandra.penais@gmail.com

Program Pascasarjana
Universitas Terbuka

Marriage registration has seen very urgent because it involves much importance.
Marriage is not only relationship between the man and women, but in can make new
relationship between two big families which have the right and importance of marriage.
Implementation of marriage registration should have a legal basic, the government issued a
policy of PP No. 19 of 2015 on Types and Tariffs on Non-Tax State Revenue in the Ministry
of Religious Affairs. The issuance of PP No. 19 of 2015 is expected to improve the quality of
Public Services for the community and for officers in the implementation of marriage.

The purpose of the research is to analyze the implementation of policy of PP No 19 of
2015 at KUA district of Bukit Bestari and to analyze the participation of the society based on
their different background socioeconomic in implementation marriage and marriage
ceremony in district of Bukit Bestari of Tanjungpinang. As the results of the observation,
interviews and documentation it can show the result of the success rate of established
government regulations.

This research uses descriptive method with qualitative approach, data analysis in
done by describing or accumulated. The Key informants are head of KUA Bukit Bestari
District, Head of Islamic Bimas Kemenang Tanjungpinang City, KUA employees of Bukit
Bestari Subdistrict, Community Leader and Bridal Candidate. The result of research shows
that in general the implementation of policy of PP No. 19 of 2015 has been run in accordance
with its purpose, although still need effort from various parties to increase it. In the case of
the place of registration of marriage, with the issuance of this PP still no significant effect on
the high number of marriages outside the Central, although at the beginning of its
implementation there was a decline. Socio-cultural values remain a major consideration for
the community to determine the place of the implementation of the marriage contract. This
PP has provided the certainty the law for the community, especially in terms of the magnitude
of the cost of registration marriage and the avoidance of the registration officers from the
assumption of oblique occurrence of illegal levies and gratuities.
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B. Analisis dan Pembahasan

Bab ini membahas hasi] analisis tentang implementasi kebijakan PP
Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak pada Kementerian Agama, dimana dalam kebijakan ini diatur
tentang standarisasi pembiayaan untuk proses pelaksanaan akad nikah di setiap
daerah provinsi dan kabupaten kota diseluruh wilayah Indonesia dalam rangka
pemberian pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Implementasi kebijakan
tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak pada Kementerian Agama
dianalisis menurut beberapa perspektif analisis, demikian pula dengan aktifitas
partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Partisipasi masyarakat kemudian dikaitkan dengan peran serta masyarakat
dalam pelaksanaan proses pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit

Bestari Kota Tanjungpinang.

1. Implementasi Kebijakan PP Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis dan
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian
Agama
Pada e-Journal Administrasi Negara, 3 (2) 2015: 534-548 terdapat
penelitian Hikma Hijriani dengan judul “Implementasi Pelayanan Pencatatan
Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten
Kutai Kartanegara”.

Penelitiannya menyimpulkan bahwa Prosedur pelayanan dapat dilihat
dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA),

pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), dan masyarakat yang pemah
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mendapatkan pelayanan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Sangsanga, prosedur di Kantor Urusan Agama (KUA) sudah cukup
baik hanya saja kurangnya penginformasian yang jelas kepada masyarakat dan
ditambah sikap pegawai yang kurang responsif dan tidak ramah kepada
masyarakat,

Waktu Penyelesaian Pelayanan menurut Kepala Kantor Urusan Agama
(KUA), pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), dan masyarakat yang pernah
mendapatkan pelayanan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Sangsanga sudah baik, jika ada terjadi keterlambatan itu dikarenakan
hal-hal teknis seperti mati lampu dan lain sebagainya. Besaran tarif biaya
pencatatan pernikahan yang disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama
(KUA), pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), dan masyarakat yang pernah
mendapatkan pelayanan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Sangasanga mengenai biaya/tarif pemberian pelayanan tidak
dikenakan pungutan biaya apapun dan jika ada calon pengantin yang menikah di
Kantor Urusan Agama (KUA) juga tidak dikenakan biaya/tarif akan tetapi jika
melangsungkan pernikahan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) terdapat
pungutan biaya sebesar Rp. 600.000.

Sarana dan prasarana yang disediakan oleh KUA menurut Kepala Kantor
Urusan Agama (KUA), pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), dan masyarakat
yang pemah mendapatkan pelayanan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Sangsanga mengenai sarana dan prasarana. Sarana dan

Prasarana yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga
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kurang memadai, yaitu seperti gedung yang terlalu kecil, ruangan pegawai dan
ruangan balai nikah yang juga terlalu kecil dan sempit.

Kesadaran masyarakat untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor
Urusan Agama (KUA) masih kurang, ini dikarenakan masih adanya pengaruh
nilai-nilai ataupun adat istiadat yang masih dipertahankan masyarakat didasarkan
atas pendekatan pemikiran tradisional bahwa peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang pencatatan permnikahan hanya bersifat fakultatif, Peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan permikahan lebih rendah
tingkatannya dari pada nilai-nilai adat-istiadat yang hidup dan berkembang dalam
masyarakat, sehingga dapat dikesampingkan.

Pada penelitian yang lain yang terbit pada e-jurnal Jurnal Hukum
Keluarga Islam Volume 1, Nomor 1, April 2016;ISSN: 2541-1489 (cetak) 2541-
1497 (online); 16-32 di tulis oleh Moh. Makmun dan Bahtiar Bagus Pribadi
yang berjudul “Efektifitas Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang”. Pada proses pelaksanaan
pencatatan perkawinan, pegawai pencatat nikah tidak selamanya dapat
melakukan tugas dan fungsinya secara sempurna, sesuai dengan apa yang
telah direncanakan sebelumnya, beberapa hambatan ada saja yang
menghalangi jika tidak dicarikan jalan keluarnya seberapapun kecilnya
hambatan ini akan berpengaruh pada keberhasilan program pelaksanan
pencatatan nikah itu sendiri.

Adanya beberapa hambatan itu karena pada kenyataannya, peristiwa
pernikahan sangat sulit diperhitungkan kejadiannya serta mengenai siapa saja

orang-orang yang terlibat di dalamnya, schingga atas dasar yang demikian
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Pegawai Pencatat Nikah tidak dapat memastikan bahwa seluruh pasangan
suami isteri yang melangsungkan pernikahan di wilayahnya telah tercatat dan
mempunyai akta nikah.

Hal ini berarti bahwa kemungkinan ada saja pasangan pemikahan
yang pernikahanya tidak tercatat atau dicatatkan pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tembelang melalui Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian
pasangan pernikahan tersebut tidak memiliki akta nikah. Padahal akta nikah
itu sangat diperlukan sekali adanya oleh mereka yang bersangkutan untuk
kepentingan pembuktian yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan.

Dimana pada proses pencatatan nikah masih terkendala dengan aturan
yang masih belum sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah,
sehingga masih terjadi ketidak percayaan masyarakat terhadap pelaksana
pegawai KUA yang melakukan tugas pencatatan akta nikah di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Tembelang.

Analisis implementasi kebijakan PP Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis
dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Agama, yang
difokuskan pada pembahasan implementasi proses pemikahan yang sesuai
standarisasi biaya pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan
pada setiap Provinsi dan Kabupaten Kota diseluruh Indonesia. Kantor Urusan
Agama Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang merupakan salah satu
tingkat penyelenggaraan pemerintahan yang terdepan dalam memberikan proses
pelayanan pencatatan nikah kepada masyarakat.

Mode! kebijakan yang dikembangkan oleh Donald S. Van Meter dan Carl

E.Van Horn memiliki argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses
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implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Van
Meter dan Van Hom menegaskan bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan
bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur implementasi yang
akan dilakukan oleh implementor demi memberikan kepuasan pelayanan terhadap
masyarakat itu sendiri.

Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa dengan adanya peraturan
pemerintah tentang pencatatan nikah yang telah diatur untuk meningkatkan
pelayanan terhadap masyarakat dan meberikan kepastian hukum tentang besaran
biaya yang harus dibayarkan kepada pemerintah apabila dilakukan di luvar KUA
dan apa bila dilakukan di dalam KUA maka tidak ada biaya yang timbul.

Pelaksanaan implementasi pada penelitian ini yang dilangsungkan pada
KUA Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang untuk melihat dan mengukur
tingkat keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan ini. Dimana kebijakan ini
bertujuan untuk memberikan kepastian hukum tentang pencatatan nikah yang ada
di seluruh Indonesia guna menciptakan pelayanan yang baik dan transparansi
terhadap besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh para catin untuk pelaksanaan
nikah dan rujuk.

Pada dasarnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini sudah
mulai berjalan dengan baik dengan dapat dilihat dari tingkat kepercayaan
masyarakat untuk melaksanakan pendaftaran nikah dan rujuk di KUA di setiap
Kecamatan yang ada seperti di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.
Meskipun masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di setiap KUA
seperti, lambatnya proses pendaftaran yang harus menunggu konfirmasi 14 hari

untuk mengecek data pasangan catin apakah sudah pernah menikah atau belum
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yang sudah terdaftar di KUA lain. Namun masalah ini bisa diatasi secara cepat
dengan membuat sistem aplikasi berbasis online dengan memasukan NIK catin
kita bisa langsung mengecek status para catin yang telah mendaftarkan dirinya
untuk pengajuan nikah.

Dari penelitian yang telah dilakukan keberhasilan pemerintah untuk
memberikan pelayanan yang optimal serta kepastian hukum tentang biaya
pencatatan nikah dan rujuk menjadi prioritas pemerintah untuk memberikan suatu
terobosan pelayanan yang terpadu. Dengan demikian masyarakat bisa merasakan
proses pelayanan yang optimal seperti tujuan dari peraturan pemerintah yang
dibuat untuk menjadikan KUA yang berintegritas dalam pelayanan publik dan
terbebas dari gratifikasi sesuai semangat UU Nomor 25 Tahun 2009, memperjelas
keuangan yang dibayarkan masyarakat untuk biaya pernikahan, serta
mengakomodir kepentingan dan kompensasi kepada para penghulu yang
menghadiri pernikahan di luar kantor pada proses pencatatan pernikahan di setiap
KUA yang ada di Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia secara umum.

2. Ukuran Dasar dan Tujuan Kebijakan

Setiap kebijakan Pemerintah diharapkan mampu meningkatkan mutu
pelayanan kepada masyarakat. Bag: Kementerian Agama, PP Nomor 19 Tahun
2015 ini adalah sebagai salah satu upaya peningkatan proses pelayanan yang di
laksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan disetiap
Kabupaten/Kota yang ada di indonesia. PP yang mengatur tentang Jenis dan Tarif
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini, khususnya di KUA
bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat serta memberikan

acuan besaran biaya untuk pencatatan nikah bagi masyarakat yang melakukan
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permnikahan di lvar Kantor Urusan Agama. Kebijakan ini memperlihatkan

kepastian hukum dan transparansi biaya pencatatan pernikahan bagi masyarakat

sehingga diharapkan dapat menekan timbulnya pungli oleh oknum pada Kantor

Urusan Agama (KUA) serta memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa

pemerintah sudah menyediakan fasilitas tempat pencatatan pernikahan di Balai

Nikah KUA yang tidak dipungut biaya.

Proses pelayanan pernikahan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Bukit Bestari adalah meliputi :

a. Proses pendaftaran yang diawali dengan pemberian informasi oleh pegawai
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang seputar
tata cara maupun persyaratan pelaksanaan pencatatan pernikahan.

b. Pengumpulan berkas para calon pengantin untuk dilakukan verifikasi sebelum
menetapkan pemilihan lokasi pernikahan yang akan dilangsungkan oleh para
calon pengantin.

¢. Pemilihan lokasi pernikahan yang ditentukan oleh para calon pengantin untuk
proses pelaksanaan pernikahan yang akan dilangsungkan, jika pernikahan
dilangsungkan pada wakfu jam kerja dan dilaksanakan di KUA Kecamatan
Bukit Bestari maka tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh pengantin namun
apabila dilakukan di luar KUA Kecamatan Bukit Bestari, maka dikenakan
biaya transportasi dan jasa profesi yang harus disetor ke kas negara melalui
rekening Kementerian Agama Republik Indonesia sebesar Rp. 600,000,-.

Pasca diterbitkannya PP Nomor 48 Tahun 2014 dan PP Nomor 19 Tahun

2015, KUA Kecamatan Bukit Bestari terus berusaha memberikan informasi dan

sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya regulasi baru yang mengatur secara
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rinci dan pasti tentang besaran biaya pencatatan pernikahan, sehingga calon
pengantin mendapatkan kepastian hukum untuk menentukan tempat pelaksanaan
akad nikahnya dengan segala konsekuensi masing-masing, sebagaimana yang
diungkapkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari Kota
Tanjungpinang Bapak H. Rostam Efendi, S.Ag sebagai berikut :
“Kita sudah memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat
yang ingin melakukan pelaksanaan pernikahan dan rujuk sesuai dengan
peraturan pemerintah PP Nomor 19 Tahun 2015 untuk memberikan
pelayanan yang prima dan meberiakan kepastian hukum berapa biaya
untuk melakukan nikah dan rujuk di KUA. Kita juga memberikan
masukan kepada calon pengantin untuk melangsungkan pernikahan di
kantor agar tidak ada biaya yang memberatkan untuk calon pengantin
yvang akan melakukan pernikahan sehingga masyarakat mendapatkan
pelayanan yang lebih baik, namun kebanyakan masyarakat masih
menginginkan pernikahan dilakukan diluar KUA.”

Darni pernyataan kepala KUA diatas terlihat bahwa sebagai petugas mereka
telah melakukan kewajibannya memberikan informasi dan sosialisasi kepada
calon pengantin atau keluarganya sebagai upaya implementasi PP tersebut. KUA
merupakan garda terdepan pada Kementerian Agama dalam memberikan
pelayanan publik kepada masyarakat secara langsung.

Pemberian informasi tentang implementasi kebijakan merukan salah satu
pelaksanaan kebijakan yang bertujuan untuk memberikan keberhasilan dalam
pengimplementasian kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Peran dari pelaksana

kebijakan harus memberikan sebuah informasi yang jelas kepada masyarakat agar

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43497 pdf
106

tidak terjadi kesalahpahaman antara pelaksana kebijakan dengan penerima
kebijakan yaitu masyarakat.

Pada setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sesungguhnya
bertyjuan untuk memberikan suatu pelayanan yang optimal bagi masyarakat itu
sendiri. Namun tetaplah masyarakat yang memilih untuk melaksanakan setiap
kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, dimana disini berkaitan dengan kebijakan
pencatatan nikah yang dikeluarkan pemerintah, masyarakat bebas untuk memilih
tempat pelaksanaan pernikahan baik di Kantor Urusan Agama atau di luar Kantor
Urusan Agama di Kecamatan Bestari Kota Tanjungpinang merupakan hasil
kesepakatan antara calon pengantin itu sendiri.

Kita sebagai petugas KUA sudah memberikan masukan kepada calon
pengantin untuk melaksanakan akad nikah di Kantor Urusan Agama setempat. Hal
ini merupakan salah satu cara kita untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat juga untuk meringankan beban biaya pernikahan yang akan
berlangsung. Dalam kebijakan pemerintah menetapkan biaya yang harus
dikeluarkan oleh para calon pengantin untuk proses pelaksanaan di luar KUA
sebesar Rp 600.000,-, Hal ini sebagaimana tanggapan disampaikan oleh Kepala
Seksi Kementrian Agama Kota Tanjungpinang Bapak Drs. Husaini sebagai
berikut :

“Pemerintah menerbitkan PP Nomor 15 Tahun 2015 ini bertujuan untuk

memberikan pelayanan publik yang prima dan memberikan kepastian

hukum akan besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh calon pengantin
dalam pelaksanaan nikah dan rujuk di KUA  Kita memberikan

pemahaman kepada masyarakat agar mereka sendiri yang menentukan
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dimana akan berlangsungnya akad nikah tersebut. Jika masyarakat
memilih di luar KUA maka ada biaya yang harus dikeluarkan oleh
pengantin yaitu sebesar Rp 600.000,- dan jika dilakukan di dalam KUA
maka tidak ada biaya yang timbul alias gratis. Sehingga masyarakat bisa
memilih sendiri dimana akan dilangsungkannya akad nikah tersebut. Dan
dengan adanya PP ini kita sekarang alhamdulillah sudah mendapatkan
kepercayaan dari masyarakat tentang besaran biaya nikah dan tidak ada

lagi kata-kata biaya nikah itu mahal dari masyarakat.”

Pemerintah yang melaksanakan PP Nomor 19 Tahun 2015 yang
dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama memberikan pemahaman kepada
masyarakat tentang proses pelayanan publik yang prima dan besaran biaya yang
harus dikeluarkan masyarakat dalam proses pencatatan nikah dan rujuk sudah
sesuai dengan prosedur itu sendiri. Namun apabila masyarakat masih memilih
proses pelaksanaan pernikahan di luar KUA yang mempunyai alasan cukup kuat,
yaitu jika melaksanakan kegiatan akad nikah di luar KUA bisa memberikan
kenyamanan pada proses ijab dan qobul pada saaat proses pernikahan yang akan
berlangsung ketimbang melaksanakan di KUA yang telah disediakan oleh
pemerintah, walaupun harus membayar vang jasa profesi dan transportasi sebesar

Rp 600.000,- pada rekening Kementerian Agama.
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3. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan
memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Van Meter dan Van Horn menegaskan
bahwa sumber daya kebijakan tidak kalah pentingnya dengan komunikasi.
Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan
suatu implementasi kebijakan. Selain sumber daya manusia, sumiber daya finansial
dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan impelementasi
kebijakan. Sumber daya kebijakan ini harus tersedia dalam rangka untuk
memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan.

Dalam hal pelaksanaan kebijakan peraturan pemerintzh pencatatan nikah
di KUA Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang pemerintah
ményelenggarakan fungsi dan tugasnya memberikan pelayanan publik yang prima
dan pemahamaan kepada masyarakat yang ingin melakukan pelaksanaan
pernikahan baik di KUA yang telah disediakan atau memilih untuk diadakan di
luar KUA dengan besaran tarif yang sudah ditentukan oleh pemerintah itu sendiri.
Pemerintah melakukan penyuluhan terhadap calon pengantin  sebelum
pelaksanaan pernikahan untuk memberikan informasi seputar pemnikahan yang
akan dilaksanakan baik aturan yang di keluarkan pemerintah maupun rukun dan
syarat nikah bagi calon pengantin agar tercipta pelayanan publik yang prima. Hal
ini seperti yang disampaikan oleh pegawai KUA Kecamatan Bukit Bestari Ibu
Susti Pandewi :

“Dalam hal kaitannya dengan tupoksi KUA Kecamatan Bukit Bestari Kota

Tanjungpinang yvang dilakukan adalah Pertama, membuat informasi yang

di tempelkan dipapan informasi KUA agar masyarakat dapat membaca
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petunjuk untuk melakukan pendafiaran pencatatan nikah di KUA. Setelah
membuat informasi secara tertulls kita juga memberikan pemahaman
secara lisan kepada masyarakat secara langsung untuk proses
pendaftaran pernikahan yang akan dilakukan oleh calon pengantin.
Dimana kita memberikan informasi secara jelas bagaimana proses
pendaftaran yang sebenarnya tidak ada pungutan biaya apapun jika
pernikahan dilakukan di KUA, mamun apa bila masyarakat ingin
melaksanakan pernikahan ijab dan qobul di luar KUA maka ada tarif
yang harus di bayarkan oleh calon pengantin. Hal ini kita lakukan agar
masyarakat lebih paham akan prosedur dan persayaratan berkas yang
harus disiapkan para calon pengantin demi terciptanya pelayanan publik
yang prima bagi masyarakat secara menyeluruh”

Pelaksanaan proses pelayanan pencacatan pernikahan dilakukan oleh
setiap KUA di seluruh Indonesia dibawah Kementerian Agama. Pelaksanaan
pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari Kota
Tanjungpinang meliputi dari proses pendaftaran calon pengantin, pemberian
informasi tentang prosedur standar pelayanan, memberikan informasi besaran
biaya yang harus dikeluarkan calon pengantin, penetapan lokasi acara akad ntkah
dan memberikan pemahaman secara langsung hak dan kewajiban bagi suami dan
istri setelah pernikahan itu terlaksana. Kegiatan pernikahan di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang setiap tahun terus
mengalami peningkatan dalam proses pernikahan oleh para calon pengantin yang

mendaftarkan diri untuk melakukan proses pernikahan.,
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Pemerintah membuat suatu kebijakan berupa peréturan pemerintah yang
mengatur tentang besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh calon pengantin
untuk melangsungkan pemnikahan di setiap KUA. Hal imi dilakukan pemerintah
untuk memberikan pelayanan publik yang prima dan kepastian hukum mengenai
biaya yang harus dikeluarkan oleh pasangan calon pengantin atau masyarakat
yang ingin melakukan proses nikah dan rujuk. Seperti yang diungkapkan oleh
tokoh masyarakat di wilayah Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang
Bapak Malik sebagai berikut :

“Pemerintah membuat kebijakan peraturan pemerintah tentang biaya
pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama semata-mata guna
memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Dimana
Jika pernikahan itu dilakukan di KUA maka seluruh proses pelaksanaan
pernikahan gratis alias tanpa dipungut biaya sepersenpun, namun fika di
lakukan di luar KUA maka para calon pengantin harus melakukan
pembayaran secara langsung dan ditransfer ke rekening kementrian agama
sebesar Rp 600.000,- Hal ini dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi
adanya pungutan liar pada saat proses pencatatan pernikahan dan untuk
memberikan kontribusi pelayanan kepada masyarakai secara optimal.
Melihat dari masih banyaknya proses pencatatan nikah atau akad nikah
yang dilakukakn di luar KUA itu terjadi karena keinginan dari masyarakat
itu sendiri, pegawai KUA sudah memberikan himbauwan secara tertulis dan
lisan agar masyarakat melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk di KUA
setempat. Hal ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada

masyarakat dalam pelaksanaan nikah dan rujuk. Semua terpulang kepada
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calon pengantin atau keluarga yang ingin melaksanakan akad nikah dan
rujuk. Kita hanya menjembatani informasi yang kita dapat untuk
diberitahukan kepada masyarakat secara langsung.”

Keterbatasan dan permasalahan sumber daya di atas dapat menghambat
pelaksanaan implementasi kebijakan tentang proses pelaksanaan pernikahan yang
diharapkan oleh pemerintah itu dapat memberikan pelayanan publik yang optimal
serta memberikan kepastian hukum tentang biaya pencatatan nikah dan rujuk di
KUA. Namun apa bila ada dua calon pengantin yang ingin melakukan pencatatan
nikah di hari yang sama pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Bukit Bestari
Kota Tanjungpinang harus ada yang menunggu.

Keterbatasan sumber daya merupakan salah satu penghambat dari sebuah
kebijakan yang telah diterbitkan. Perlu adanya sebuah regulasi yang dibuat
pemerintah untuk mengatasi permasalahan sumber daya, terutama sumber daya
manusia yang merupakan bekal untuk memberikan penyampaian informasi yang
jelas serta pelayanan optimal sesuai dengan aturan kebijakan yang dibuat oleh
pemerintah untuk masyarakat.

Hal ini bisa dilihat jika ada para calon pengantin yang ingin proses
pernikahannya diatur sesuai dengan jadwal yang dia pilih dan ternyata ada calon
pengantin satu lagi yang juga melakukan proses pemikahan di KUA maka akan
terjadi bentrok dan harus ada yang menunggu, Ini lah permasalahan yang terjadi
selain adat istiadat bumi melayu schingga masyarakat masih memilih

melangsungkan pernikahan di luar KUA yang telah disediakan oleh pemerintah.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43497 pdf
112

4. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan
Pelaksanaan

Proses impelementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila maksud dan
tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam
kebijakan tersebut. Komitmen, konsistensi dan komunikasi antara orgamisasi-
organisasi terkait juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya dalam
implementasi kebijakan.

Dalam proses pencatatan nikah, KUA Kecamatan Bukit Bestari Kota
Tanjungpinang, telah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi
maupun organisasi kemasyarakatan agar implementasi kebijakan-kebijakan
pemerintah dapat terlaksana sesuai dengan tujuannya. Kebijakan PP Nomor 19
Tahun 2015 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta
memberikan kepastian hukum tentang besaran biaya pencatatan nikah dan rujuk di
KUA. Hal ini disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat Kecamatan Bukit
Bestari, Bapak Nurfaizin sebagai berikut :

“Kita bekerja sama dengan pihak Kantor Urusan Agama untuk

memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang adarnya peraturan

pemerintah untuk proses pelaksanaan pencatatan nikah di KUA disetiap
kecamatan di Kota Tanjungpinang bahwa semua bi@anya gratis tidak
ada biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat jika akad nikah
dilaksanakan di KUA setempat, namun apabila dilakukan di luar KUA
akan timbul biaya. Kita mencoba untuk memberikan pemahaman kepada
masyarakal untuk melaksanakan proses akad nikah di KUA agar tidak ada

pemberatan biaya terhadap masyarakat. Namun menurut sebagian
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masyarakat yang saya jumpai mengatakan bahwa pernikahan yang

berlangsung di luar balai nikah KUA bukan semata-mata karena biaya

namun sudah menjadi adat dan istiadat masyarakat melayu. ..

Komunikasi dan koordinasi dengan para tokoh masyarakat dilakukan
untuk menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar supaya tidak
memberatkan untuk biaya nikah maka laksanakan pernikahan di KUA saja yang
telah disediakan pemerintah guna memberikan pelayanan kepada masyarakat
seperti yang disampaikan oleh petugas KUA Kecamatan Bukit Bestari Ibu Susti
Sebagai berikut :

“Kalau kita selalu menghimbau kepada Pengurus RT/RW dan tokoh
masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada warganya bahwa
agar tidak memberat untuk biaya nikah, maka pencatatan pernikahan
dapat dilakaukan KUA saja dan kita juga memberikan informasi secara
langsung kepada masyarakat agar tercapai tujuan dari peraturan yang
ditetapkan..”

Pelaksanaan implementasi kebijakan PP Nomor 19 Tahun 2015 pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang dilihat dari
kerjasama antara pemerintah dengan organisasi di luar pemerintah guna
mensukseskan pelaksanaan kebijakan sudah sesuai dengan yang diharapkan.
Pemerintah melalui Kantor Urusan Agama Kecamtan Bukit Bestari telah
melaksanakan implementasi dimana telah membangun mitra dengan organisasi
diluar pemerintah untuk mensukseskan pelaksanaan kebijakan yang dibuat

pemerintah.
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Menurut Mazmanian dan Sabatier berpendapat bahwa peran penting dari
implementasi kebijakan adalah kemampuannya dalam mengimplementasikan
variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada
keseluruhan proses implementasi. Disamping itu, koordinasi merupakan
mekanisme yang ampuh dalam impelementasi kebijakan. Sedangka menurut Van
Meter dan Van Hom, prospek-prospek tentang implementasi yang efektif
ditentukan oleh kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan yang dinyatakan oleh
ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan
tersebut. Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam
impelementasi kebijakan,

Komunikasi dan koordinasi yang dibangun oleh Pemerintah melalui
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang kepada
lembaga dan tokoh masyarakat diharapkan dapat membantu meningkatkan
kesadaran masyarakat untuk mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan demi
menciptakan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat sesuai dengan
tujuan kebijakan. Dengan demikian setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah

bisa bermanfaat bagi masyarakat sebagai penerima pelayanan publik.

5. Karakteristik Implementor Kebijakan

Riant Nugroho (2011:619) mengatakan bahwa implementasi kebijakan
pada prinsipnya adalah cara agar scbuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.
Untuk mengimplementasikan kebijakan, ada dua pilihan langka yaitu langsung
mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan

derivat atau turunan dari kebijakan publik. Sedangkan Van Meter dan Van Horn
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mengatakan implementasi kebijakan tidak terlepas dari struktur birokrasi.
Kebijakan peraturan pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jemis Penerimaan
Negara Bukan Pajak pada Kementerian Agama adalah untuk mengatur besarnya
tarif pencatatan nikah disetiap daerah secara merata serta dalam rangka
peningkatan mutu pelayanan publik di Kementerian Agama khususnya di KUA
kecamatan.

Struktur birokrasi yang simpel dan mudah dipahami oleh para pelaksana
kebijakan dapat memberikan informasi yang jelas bagaimana alur atau tahap yang
harus dilalui untuk sebuah proses pelaksanaan kebijakan yang dilakukan. Pada
pelaksanaan implementasi kebijakan di KUA Kecamatan Bukit Bestari Kota
Tanjungpinang tetang pelayanan pencatatan mkah struktur birokrasi yang
dibangun sudah jelas dan mudah untuk dipahami. Dimana sudah dibagi-bagi
masing masing pegawai untuk pertanggung jawaban pekerjaannya sendiri, mulai
dari proses pendaftara, pemerikasaan berkas hingga ke tahap pelaksanaan ijab dan
gabul sudah tersusun dengan rapi, sehingga masarakat bisa mudah memahaminya
secara langsung.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 membawa konsekuensi hukum
kepada pemerintah daerah yang diberikan tugas dan wewenang oleh Undang-
Undang tersebut untuk memenuhi hak masyarakat dan memfasilitasi masyarakat
dalam melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk melalui Kantor Urusan Agama
(KUA) di setiap kecamatan di Indonesia. Pada saat ini pemerintah membuat suatu
kebijakan peraturan pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan

Negara Bukan Pajak pada Kementerian Agama yang mengatur tentang besaran
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biaya untuk pencatatan nikah dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di

KUA dengan PP Nomor 19 Tahun 2015.

6. Kecenderungan Pelaksana Kebijakan

Keberhasilan impelementasi suatu kebijakan tidak terlepas dari tindak
tanduk pelaksana kebijakan. Kemampuan yang dimiliki oleh para pelaksana
kebijakan memiliki peranan yang besar dalam implementasi kebijakan tersebut.
Terdapat tiga unsur penting tanggapan pelaksana yaitu respon implementor
terhadap kebijakan yang mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan
kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan dan preferensi nilai yang
dimiliki oleh implementor serta partisipasi masyarakat untuk ikut
menyelenggarakan suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk
mencapai hasil yang optimal demi memberikan pelayanan terhadap masyarakat
secara baik.

Para implementor pelaksanaan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang pada hakikatnya adalah unsur
pemerintahan yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan yang dibuat oleh
pemerintah, diantaranya adalah pegawai KUA setiap kecamatan yang melayani
pencatatan mkah dan rujuk. Masing-masing dari setiap Kantor Urusan Agama
menjalankan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kantor Urusan
Agama Kecamatan Bukit Bestari merupakan aparat terdepan yang langsung
berurusan dengan masyarakat untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dan KUA.
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam pemberian informasi seputar tata

cara dan proses pendaftaran dan pelaksanaan pencatatan nikah dan mjuk serta
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memberikan kenyamanan kepada calon pengantin, sebagaimana disampaikan oleh

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang

sebagai berikut :
“Proses pencatatan nikah sebaifmya dilakukan di fempat yang telah
disiapkan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.
Pelaksanaan kegiatan akan lebih mudah karena langsung dilakukan
ditempat, jika ada dokumen yang kurang lengkap kita bisa lebih cepat
untuk menyelesaikannya. Namun jika dilakukan di luar dari kantor kita
akan menhabiskan waktu untuk mengambil dokumen yang tertinggal juga
harus menunda proses pernikahan. Namanya juga kita manusia pasti ada
kekhilafan dalam menjalankan tugas. Maka dari itu pemerintah
menyiapkan tempat akad nikah di KUA setiap kecamatan untuk
memudahkan proses pelaksanaan akad nikah sesuai dengan prosedur
yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri sebelumnya guna

menciptakan kemyamanan bagi masyarakat”

Pemahaman akan kebijakan tentang pencatatan nikah dan biaya yang
dikeluarkan dalam proses pernikahan yang di daftarkan pada KUA disetiap
kecamatan jupa ditegaskan oleh salah satu calon pengantin yang sudah
mendaftarkan waktu pelaksanaan akad nikah yaitu Saudara Adhe sebagai berikut :

“Pada proses pendaftaran awal untuk pencatatan nikah di KUA

Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, petugas terlebih dahulu

memberikan informasi seputar tata cara dan kelengkapan berkas untuk

proses pendafiaran nikah. Pegawai KUA memberikan informasi berupa
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dokumen apa saja yang harus dilengkapi juga dengan adanya peraturan
pemerintah tentang biaya pencatatan nikah di KUA. Hal itu disampaikan
secara langsung oleh pegawai KUA kepada kami, Jadi tidak ada masalah

dalam proses pencatatan nikah di KUA Kecamatan Bukit Bestari...”

Pemahaman dan kemampuan yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan
pemerintah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari Kota
Tanjungpinang sejauh ini dapat menjaga standar dan tujuan kebijakan pemerintah
tantang pernikahan yaitu memberikan pelayanan publik yang optimal kepada
masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan pemerintah untuk
melaksanakan akad mikah di setiap Kantor Urusan Agama disetiap Kecamatan

tempat tinggal.

7. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Kondisi sosial, ekonomi dan politik merupakan variabel yang
diidentifikasi sebagai faktor-faktor yang memiliki efek mendalam untuk
mendukung keberhasilan impelementasi kebijakan. Dalam pelaksanaan kebijakan
pencacatan nikah dan rujuk di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang,
kondisi sosial ekonomi masyarakat juga mempengarubi implementasi kebijakan
PP Nomor 19 Tahun 2015 sebagai bentuk usaha pemerintah untuk memberikan
pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Disamping untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara

optimal, juga untuk mempersempit ruang terjadinya pungli di KUA serta menekan
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rendahnya partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pernikahan di KUA. Inilah

pendapat dari salah satu calon pengantin Saudara Sendi seperti berikut ini:
“ Dengan berlakunya PP Nomor 19 Tahun 2015 ini kita sebagai calon
pengantin mendapatkan suatu informasi dan kepastian hukum yang jelas
terkait dengan proses pendafataran pencatatan nikah dan rujuk di KUA.
Pelayanan yang diberikan oleh pegawai KUA juga sangat baik dan jelas.
Kita diberikan arahan bagaimana kita menyelesaikan segala administrasi
dalam pendaftaran pencatatan nikah. Hal ini sangat memudahkan Kta
sebagai calon pengantin. Dan pegawai KUA menjelaskan besaran biaya
pencatatan nikah, kami memilih untuk melangsungkan akad nikah di luar
KUA. Jadi kami harus membayar ke rekening Kementerian Agama secara

langsung sebesar Rp 600.000,-.”

Lingkungan sosial di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang yang
merupakan daerah etnis melayu. Masyarakatnya masih kental mengikuti adat
istiadat budaya melayunya. Pada proses pelaksanaan akad nikah akan lebih baik
jika dilakukan di rumah atau mesjid yang berdekatan dengan rumah tempat
tinggal, sehingga prosesinya dapat diketahui, dilihat dan dihadiri oleh seluruh
keluarga, tetangga dan masyarakat. Hal ini tentu merupakan tantangan tersendiri
untuk meningkatkan berpartisipasi dalam kebijakan pelaksanaan prosesi
pencatatan pernikahan di KUA yang sudah disediakan untuk memberikan

pelayanan untuk masyarakat.
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8. Pelaksanaan Pencatatan Akad Nikah di KUA Kecamatan Bukit
Bestari

Kemudahan akses untuk melakukan pendaftaran pelaksanaan pencatatan
nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang
telah memenuhi kriteria dalam akses pelayanan dan ketepatan waktu dalam
memberikan pemahaman kepda calon pengantin. Tempat dan lokasi Kantor
Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang mudah dijangkau
oleh calon pengantin sehingga memudahkan para calon pengantin untuk
mendaftarkan perkawinan. Pelayanan di KUA Kecamatan Bukit Bestari sudah
melaksanakan pelayanan secara sopan, santun, ramah, serta memberikan
pelayanannya dengan baik

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang
telah melengkapi sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang
terlaksananya kegiatan akad nikah yang dilangsungkan di KUA Kecamatan Bukit
Bestari, seperti ruangan-ruangan yang dipakai oleh calon pengantin untuk kursus
calon pengantin, melakukan pernikahan di KUA serta pelaminan bagi pasangan
pengantin_ yang ingin melakukan sesi foto bersama keluarga. Lingkungan
pelayanan di KUA Kecamatan Bukit Bestari sudah tertib, teratur, dan ruang
tunggu yang nyaman, bersih, rapi, serta dilengkapi fasilitas pendukung lainnya
seperti, toilet, parkir yang membuat para calon pengantin dan keluarga merasa
nyaman ketika pelaksanaan kegiatan akad nikah.

Meski pelayanan dan fasilitas yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama

Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang sudah cukup memadai, namun itu
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bukan merupakan standarisasi bagi masyarakat untuk melangsungkan pernikahan
di KUA. Walaupun dalam PP Nomor 19 Tahun 2015, pemerintah memberikan
besaran tarif untuk pencatatan nikah baik yang dilaksanakan di KUA atau di luar
KUA itu sendiri. Besaran biaya untuk proses pelaksanaan akad nikah di KUA
dikenakan biaya Nol Rupiah dan jika dilakukan di luar balai nikah KUA maka
akan dikenakan biaya Rp 600.000,-.

Namun dengan terbitnya peraturan pemerintah yang mengatur tentang
biaya tarif pencatatan nikah yang berorientasi pada tujuan untuk memberikan
pelayanan yang optimal dan berintegrifas guna meningkatkan partisipasi
masyarakat untuk melakukan pencatatan nikah di KUA setiap kecamatan dengan
memberikan fasilitas yang memadai dan tarif nol rupiah masih betum berpengaruh
signifikan bagi calon pengantin yang ingin melakukan akad nikah di KUA guna
memberikan pelayanan yang lebih baik lagi, masih banyak yang ingin melakukan
di luar KUA dengan berbagai alasan meskipun sudah dikenakan tarif yang cukup
tinggi apa bila melakukan akad nikah di luar KUA. Seperti penjelasan dari calon
pengantin atas nama Saudari Novi sebagai berikut :

“Pegawai KUA memberikan informasi yang cukup jelas terkait dengan PP

Nomor 19 Tahun 2015 kepada setiap calon pengantin yang bertujuan

untuk memberikan pelayanan yang prima dan memberikan payung hukum

tentang standarisasi biaya pencatatan nikah baik di KUA maupun di luar

KUA. Jadi kita calon pengantin berhak untuk memilih untuk pelaksanaan

akad nikah di KUA atau di luar KUA. Kita memilih pelaksanaan akad

nikah di luar KUA karena untuk mendapatkan suasana yang lebih sakral

dan hikmat yang mana ini pelaksanaan akad nikah dilakukan sekali untuk
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seumur hidup kita. Jadi kita menginginkan pelaksanaan yang berjalan

dengan baik, serta masalah biaya yang timbul akibat melangsungkan

pernikahan di luar KUA itu tidak menjadi masalah bagi kami..”

Hal ini sama seperti yang disampaikan oleh calon pengantin lainnya yang
memilih melangsungkan akad nikah di luar KUA Kecamatan Bukit Bestari Kota
Tanjungpinang bukan karena biaya yang timbul jika ingin melangsungkan akad
nikah di luar KUA ini juga merupakan tradisi masyarakat melayu. Ini lebih
baiknya dilakukan di rumah atau di masjid dekat rumah agar lebih hikmat dan
berjalan dengan tenang dan tidak terkesan terburu-buru, seperti disampaikan oleh
calon pengantin saudara Sargiran berikut ini :

“ Kami melakukan pemilihan tempat berlangsungnya pernikahan di luar

KUA agar lebih memudahkan kami selaku calon pengantin karena tidak

harus pergi lagi ke KUA dan hanya perlu menunggu dirumah untuk proses

pelaksanaan akad nikah. Dan juga buat keluarga yang mau datang

keacara akad nikah tidak perlu jauh untuk datang karena belangsung di

rumah dan sudah kebiasaan bagi masyarakat adat melayu untuk

mengadakan akad nikah di rumah atau masjid di dekat rumah agar lebih
afdhal lagi...”

Rangkaian dari pelaksanaan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang mempunyai beberapa tahap mulai
dari proses pendaftaran, pemberian informasi seputar pernikahan, memberikan
penyuluhan terhadap calon pengantin dan terakhir pelaksanaan akad nikah yang

ingin dilangsungkan di KUA atau di luar KUA yang sudah disediakan oleh
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pemerintah guna memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat secara
keseluruhan.

Pada hakikatnya pemerintah yang diwakili oleh Kepala Kantor Urusan
Agama Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang sudah memberiakan
pelayanan yang optimal kepada masyarakat dengan memberikan pemahaman
yang jelas terkait dengan tata cara prosedur pendafiaran pencatatan nikah di KUA.
Dalam pelaksanaan kebijakan tersebui masyarakat memiliki peranan penting
dalam penentuan pencatatan nikah yang ingin dilakukan baik di KUA atau di luar
KUA. Masyarakat di Kota Tanjungpinang kebanyakan masyarakatnya memilih
untuk melangsungkan akad nikah di luar KUA seperti di Masjid atau di rumah.

Disisi lain juga dapat dilihat bahwa tingginya angka pencatatan nikah di
luar Kantor Urusan Agama dikarenakan beberapa faktor yang melatarbelakangi
seperti adat istiadat dan kebiasaan dari mayoritas masyarakat melayu yang ada di
Kota Tanjungpinang itu sendiri. Berikut pendapat calon pengantin yang
melaksanakan akad nikah di KUA Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang
Bapak Yosep sebagai berikut.

“Pada proses awal pendaftaran nikah kita sudah diberikan informasi oleh

pegawai KUA tentang prosedur dan layanan bagaimana proses

pencatatan nikah dengan merujuk pada PP Nomor 19 Tahun 2015.

Dimana kita sebagai calon pengantin bebas untuk menentukan pilihan

untuk prosesi akad nikah. Kami memilih melangsungkan akad nikah

dikantor KUA itu bukan karena tidak mampu untuk membayarkan besaran
biaya yang harus dikeluarkan jika melangsungkan akad nikah di luar

kantor, akan tetapi kami ini orang perantau jadi kami tidak mempunyai
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keluarga di sini. Jadi lebih baik dilakukan di KUA karena sudah

disediakan juga plaminan untuk foto-foto sama keluarga sehingga tidak

perlu lagi menyewa pelaminan.”

Tangpung jawab dari terselenggaranya implementasi kebijakan bukan
hanya ada di pundak para penyandang jabatan birokrasi, namun keikutsertaan
masyarakat yang menjalankan pelaksanaan suatu kebijakan juga menjadi tolak
ukur keberhasilan dari implementasi kebijakan. Pelaksanaan implementasi
kebijakan peraturan pemerintah tentang pencatatan nikah yang berlangsung di
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang yang
bertujuan untuk memberikan pelayanan yang optimal dan kepastian hukum
tentang besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh calon pengantin, Terlepas
masih terkendala dengan tingginya animo masyarakat untuk melaksanakan akad
nikah di luar KUA.

Dengan demikian menunjukkan bahwa kebOijakan publik dapat memberi
keberhasilan implementasi  atau sebaliknya memberikan nkendala pada
implementasi kebijakan. Keberhasilan itu bisa terjadi apabila masyarakat dan para
implementor dapat bekerjasama dalam mewujudkan keberhasilan dari peraturan
yang dibuat oleh pemerintah. Namun sebaliknya jika dalam proses
pelaksanaannya antara pemerintah dan masyarakat tidak dapat bekerja secara
bersama-sama maka kebijakan tersebut tidak akan bisa berjalan dengan baik.
Karena sejatinya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ditujukan untuk
kepentingan masyarakat secara umum bukan untuk para pelaksana kebijakan saja.
Jadi harus ada feed back dari masyarakat agar tercapai tujuan dari sebuah

kebijakan yang ditetapkan.
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9. Analisis Partisipasi Masyarakat

Tidak terlepas keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang dibuat oleh
pemerintah sangat berpengaruh dari besar kecilnya partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan kebijakan tersebut. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu tolak
ukur dalam keberhasialan kebijakan tersebut, karena dengan partisipasi dari
masyarakat kita bisa melihat kebijakan itu sudah tepat diterapkan atau masih perlu
dilakukan perubahan kebijakan yang dilakukan bertahap setelah adanya evaluasi
dai kebijakan yang diterapkan.

Merujuk pada teori bentuk partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2
(dua) jenis, yaitu bentuk partisipasi yang dibertkan dalam bentuk nyata (memiliki
wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata
(abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga dan
keterampilan sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi
buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi
representatif. Partisipasi yang harus dilakukan oleh masyarakat adalah ikut serta
dalam suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menghasitkan out put
atau keluaran dari kebijakan yang sesuai dengan tujuan dibuatnya suatu kebijakan
kepada masyarakat.

Pada peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tanf
Atas Jenis Peneriman Negara Bukan Pajak pada Kementerian Agama yang di
dalam isi kebijakan membahas tentang biaya proses pencatatan pemnikahan di
Kantor Urusan Agama di setiap Kecamatan di Indonesia. Sebagaimana kebijakan
ini dibuat untuk memberikan suatu pelayanan yang optimal bagi masyarakat yang

membutuhkan, Namun pada saat implementasi kebijakan peraturan pemerintah
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tersebut masyarakatlah yang mempunyai peranan penting dalam keberhasilan
suatu kebijakan.

Partisipasi masyarakat tidak terlepas dari sinergitas antara para pelaksana
implementasi dengan masyarakat untuk bekerjasama menjalankan suatu praturan
yang ditetapkan. Para implementor memberikan sosialisasi kepada masyarakat
secara lugas dan tegas agar masyarakat paham apa tujuan dari sebuah peraturan
yang ditetapkan. Namun jika para pelaksana kebijakan telah melaksanakan tugas
dan fungsinya sesuai aturan maka semua kebijakan kembali lagi kepada
masyarakat yang menerima kebijakan itu sendiri. Diperoleh dari hasil wawancara
di lapangan, tokoh masyarakat Kecamatan Bukit Bestari Bapak Saliman sebagai
berikut:

“....Sebetulnya masyarakat tidak bisa disalahkan karena masih

kurangnya mengikuti peraturan pemerintah untuk ikut berpartisipasi

melaksanakan kegiatan akad nikah di KUA. Beberapa alasan masyarakat
yang ingin melaksanakan akad nikah sesuai dengan keinginan mereka
serta adat istiadat mereka itu sendiri. Jadi perlu adanya regulasi yang
bisa mengajak masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan kebijakan itu

sendiri..”

Pemerintah terus berupaya untuk memberikan sosialisasi kepada
masyarakat agar berperan serta mensukseskan kebijakan yang di buat oleh
pemerintah. Dengan memberikan sosialisasi baik secara langsung maupun tertulis.
Pemerintah berharap masyarakat semakin bisa memahami aturan yang ditetapkan

oleh pemerintah itu sendiri. Sehingga timbul rasa kesadaran oleh masyarakat
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untuk ikut serta dalam program pemerintah. Kesalahan ataupun human error atau
kesalahan dari para pegawai pelaksana pencatatan nikah di KUA bisa lebih cepat
diselesaikan ketimbang jika terjadi di luar KUA. Seperti hal yang disampaikan
oleh Kasi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kota Tanjungpinang

Bapak Drs. Husaini sebagai berikut :

“...Kita pemerintah terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk
bisa mengikuti peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk
melaksanakan segala kegiatan baik akad nikah dan rujuk dilaksanakan di
KUA setiap kecamatan. Hal ini kita lakukan agar proses pelaksanaan
kegiatan tersebut lebih mudah bagi kita dan masyarakat. Kita juga sudah
menghimbau kepada masyarakat bahwasanya kita juga sudah
menyediakan tempat akad nikah dan pelaminan buat para pengantin
melakukan sesi foto dengan keluarga secara bersama-sama. Hal ini
merupakan salah satu bentuk pemberian pelayanan yang optimal kepada
masyarakat dengan menyediakan segala feperluan dari proses
pelaksanaan akad nikah dan rujuk .”

Idealnya partisipasi warga dilakukan dengan bekal pemahaman atas
pentingnya mengikuti aturan yang dibuat pemerintah dengan baik mengingat
risiko dari adanya penyelewengan biaya pernikahan oleh oknum-oknum tertentu
vang mencari kesempatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari kebijakan
yang ditetapkan oleh pemerintah untuk masyarakat secara umum.

Jika masyarakat memahami secara menyeluruh makna dari sebuah

kebijakan yang ditetapkan maka, mereka akan mengetahui begitu besarnya peran
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pemerintah untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Karena
semua fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat sudah tersedia di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungping bagi siapa saja masyarakat
yang ingin melangsungkan pernikahan di KUA dan tanpa adanya pungutan biaya
bagi calon pengantin.

Permasalahan yang selama ini terjadi karena ketidak pastian besaran biaya
yang dikeluarkan oleh calon pengantin untuk melaksanakan akad nikah di KUA
setempat. Dengan berlakunya kebijakan PP Nomor 19 Tahun 2015 ini sudah
memberikan angin segar bagi petugas di KUA kecamatan karena sudah jelas
besaran biaya yang harus dibayarkan oleh calon pengantin untuk proses
pencatatan nikah dan rujuk.

Dengan permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Urusan Agsma
Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang masih tingginya angka pencatatan
nikah di luar Kantor Urusan Agama, sehingga pemerintah perlu memberikan
informasi yang lebih mendalam tentang pentingnya mengikuti kebijakan yang
dibuat oleh pemerintah. Kebijakan ini bukan semata-mata masalah besaran biaya
yang harus dikeluarkan oleh para calon pengantin. Namun kebijakan ini dibuat
uﬁtuk mencegah terjadinya masalah administrasi/dokumen yang bisa saja
membuat pelaksanaan akad nikah bisa terganggu, beda jika dilakukan di KUA

sefempat,
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SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan

Implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015
tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada
Kementerian Agama terkait pelaksanaan pencatatan nikah dan rujuk di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, yang secara umum
telah berjalan dengan baik. Pelaksanaan tugas dan fungsi KUA sudah dijalankan
sesuai amanat Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penetapan kebijakan pemerintah tentang tarif biaya pencatatan pernikahan
dan rujuk yang harus dikeluarkan masyarakat sebesar Rp. 0.00 (nol rupiah) untuk
biaya pencatatan nikah dan rujuk yang dilaksanakan di KUA dan Rp. 600.000,-
apabila dilakukan di luar KUA, telah memberikan kepastian hukum bagi
masyarakat dan petugas, sehingga pelayanan semakin profesional, transparan dan
akuntabel.

Pemerintah melalui Kantor Urusan Agama Kacamatan Bukit Bestari Kota
Tanjungpinang telah melakukan kerjasama dengan organisasi di luar pemerintah
yaitu tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh —tokoh adat untuk saling bekerjasama
dalam mensukseskan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah itu sendim.
Terbukti dengan adanya komunikasi yang baik antar organisasi pemerintah dan
non pemerintah untuk bekerjasama menjalankan kebijakan yang sesuai dengan
aturan yang telah ditetapkan guna mendapatkan pelayanan yang prima.

Dan dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan pelaksanaan

kebijakan pada PP Nomor 19 Tahun 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan

129
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Bukit Bestan Kota Tanjungpinang sudah berjalan sesuai prosedur dari kebijakan
tersebut. Namun masih terdapat beberapa hambatan yang harus diselesaikan
segera seperti sumber daya manusia, sarana prasarana maupun struktur birokrasi.
Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah semata-
mata untuk mengukur tingkat keberhasilan kebijakan yang diterapkan oleh
pemerintah itu sendiri. Maka partisipasi masyarakat atau calon pengantin terkait
dengan pelaksanaan pencatatan nikah dan rujuk di KUA, berdasarkan data awal
dan hasil wawancara selama penelitian menunjukan bahwa partisipasi masyarakat
Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang dalam pelaksanaan pencatatan
nikah di Balai Nikah KUA masih tergolong rendah dibandingkan dengan
partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pencatatan nikah di luar Balai Nikah
KUA. Hal ini tejadi lebih dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi dan budaya.
Tingginya angka pencatatan ﬁikah di luar KUA memang keinginan dan calon

pengantin itu sendiri bukan kemauan dari Pegawai Pencatat Nikah,

B. Saran

Dalam rangka implementasi kebijakan pemerintah khususnya PP Nomor
19 Tahun 2015 yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada
masyarakat dalam proses pelayanan pencatatan nikah dan rujuk baik yang
dilangsungkan di dalam atau di luar KUA Kecamatan Bukit Bestari Kota

Tanjungpinang, maka saran peneliti adalah sebagai berikut:
1. Perlu dilakukan kegiatan sosialisasi dan pemberian pemahaman kepada
masyarakat bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah memerlukan

dukungan dan kerjasama dari masyarakat, karena setiap kebijakan itu
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s¢jatinya adalah wujud pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat.
KUA juga perlu mensosialisasikan pentingnya pencatatan perkawinan
kepada masyarakat seperti melalui seminar-seminar, orientasi dan
workshop. Sehingga semua pasangan suami istri legalitas perkawinan
yang sah secara agama dan sah secara hukum.

2. Perlu dilakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan
profesionalitas para pegawai atau petugas, sehingga mampu
memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Perkembangan
zaman dan teknologi semakin menuntut para aparatur negara untuk
mengeinbangkan dird, sehingga mampu mengakomodir kebutuhan dan
kepentingan masyarakat dalam pelayanan publik.

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasaran di KUA
khususnya Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang untuk
mengikuti perkembangan masyarakat. Jumlah penduduk yang terus
bertambah tentu akan meningkatkan jumlah calon pengantin serta
masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Maka untuk itu perlu
diikuti dengan penyedian sarana dan prasarana yang memadai, baik
secara kualitas maupun kuantitas, seperti luas ruangan Balai Nikah
yang memadai serta fasilitas pendukungnya, dengan demikian
masyarakat lebih memilih melangsungkan akad nikahnya di KUA
sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap kebijakan dan program
pemerintah.

4. Pemerintah sudah seharusnya memberikan pelayanan online kepada

masyarakat guna mendapatkan proses pelayanan yang lebih baik lagi.
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Dan pada saat pengecekan data para catin bisa dilihat langsung melalui

NIK (Nomor Induk KTP) apakah sudah pernah atau tercatat pada KUA

yang lain, sehingga tidak perlu menunggu selama 14 hari untuk proses

awal pendaftaran hingga ke tahap pelaksaan ijab dan qobul.
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